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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi
Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Mata Uang ( Studi Putusan Nomor : 53/
Pid.Sus/ 2014/ Pn.SPG dan Putusan Nomor : 2/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ Pn. Kdr ) yang
dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dengan
menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach), dan studi kasus ( Case
Approach). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Apa yang menjadi
dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak
pidana mata uang pada Putusan Nomor : 53/ Pid.Sus/ 2014/ Pn. SPG dan Putusan
Nomor : 2/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ Pn. Kdr ?, (2) Apakah putusan yang dijatuhkan oleh
hakim terhadap terdakwa atas nama FA dalam Putusan Nomor : 53/ Pid.Sus/ 2014/
Pn. SPG dan terdakwa atas nama MUHAMMAD MANSHUR bin KAENDAR dalam
Putusan Nomor : 2/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PnKdr telah sesuai dengan Asas-Asas
Peradilan Anak ?. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pertimbangan hakim
maka hasil penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi
terhadap anak pelaku tindak pidana mata uang yaitu meliputi dasar pertimbangan
yuridis yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan oleh hakim dengan menarik fakta-
fakta dalam persidangan dan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis,
psikologis dan kriminologis.Sedangkan mengenai kesesuaian Putusan Pengadilan
DenganAsas-Asas Peradilan Pidana Anak yaitu pada Putusan Nomor : 53/ Pid.Sus/
2014/ Pn. SPG belum sesuai dengan asas Peradilan Pidana Anak, dan Putusan
Nomor : 2/ Pid.Sus-Anak / 2017/ Pn. Kdr telah sesuai dengan asas Peradilan Pidana
Anak.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pidana Mata Uang, Anak Pelaku.

Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti., S.H., M.Hum
NIP. 19771032008012010
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia didalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku
demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat
dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan
norma. Perilakuyang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, tidak
menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat

menimbulkan permasalahan di bidang hukum dengan merugikan masyarakat.*

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan
sejak dalam kandungan sampai ia lahir dan memiliki hak-hak dan kewajiban
sebagai manusia seutuhnya. Maka dari itu hak-hak anak haruslah dilindungi.
Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti
sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan
penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek
pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa
depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia

berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia

!Bambang Waluyo, 2004, Pidana dan Pemidanaan. Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1
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Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil

spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.2

Adapun asas-asas dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak
yang tertuang di dalam Pasal 3 yaitu, asas perlindungan, asas keadilan, asas
non diskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi anak, asas kelangsungan
hidup dan tumbuh kembang anak, asas pembinaan dan pembimbingan anak,
asas proporsional, asas perempasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai
upaya terakhir, dan asas penghindaran pembalasan. Dari asas-asas tersebut
dapat dikatakan bahwa undang-undang ini memiliki asas Ultimum
Remediumdan asas The last Resortdiamana perampasan kemerdekaan dan
pemidanaan sebagai upaya terakhir, hal ini disebabkan karena anak sebagai
penerus generasi bangsa ini tidaklah selayaknya di hukum dengan hukuman
pidana yang berbentuk pembalasan, karena sudah selayaknya seorang anak
untuk di bimbing dan diperbaiki karakternya agar hal-hal yang tidak di

inginkan akan terulang kembali.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Anak

yang Berkonflik. dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak

2Nashriana, 2011,Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, hlm. 29.
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yang telah berumur 12 ( dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 ( delapan

belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.®

Konsep psikologi mengenal istilah Juvenile Deliquency yang secara
etimologis dapat dijabarkan bahawa Juvenile berarti anak sedangkan
Deliquency berarti kejahatan. Dengan demikian pengertian secara etimologis
adalah kejahatan anak jika menyangkut subyek/pelakunya, maka menjadi
Juvenile Deliquency yang berarti penjahat anak atau anak jahat.* Sedangkan
menurut Fuad Hasan merumuskan pengertian Deliquency sebagai berikut :
perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana

dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan.®

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana
Mata Uang. Yang dimaksud dengan Mata Uang adalah “uang yang
dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Rupiah”.® Sedangkan yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah

“suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/ atau desainnya

SUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2012.

4Andi Mappiare, 2012, Psikologi remaja, Rineka Cipta, Jakrta, him. 32-33.

>Bimo Walgito, 1978, Kenakalan Anak ( Juvenile Deliquency), Rineka Cipta, Jakarta, him. 2.

®Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011.
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menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan,

atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.’

Tindak Pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2011 tentang Mata Uang salah satunya adalahPengedaran Uang Palsu, hal ini
ternyata tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan juga
dilakukan oleh anak-anak yang di kategorikan oleh hukum masih di bawah
umur. Hal ini justru menjadi suatu hal yang memprihatinkan karena anak yang

menjadi harapan generasi penerus bangsa telah melakukan tindak pidana.

Tindak pidana yang dilakukan anak disebut dengan kenakalan anak
yang awalnya sebatas kenakalan remaja yang akhirnya menjurus pada
perbuatan yang membutuhkan penanganan yang serius. Tindak pidana yang
dilakukan oleh anak ternyata menjadi keresahan bagi masyarakat, terutama
para pedagang yang menjadi praktik pengedaran Uang Palsu. Hal ini
menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat bahkan menjadi sebuah

ancaman bagi kelangsungan hidup para pedagang

Sistem Peradilan Anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang
berhadapan dengan hukum. Tujuan Sistem Peradilan Anak tidak semata-mata
bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana,

tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi

"Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011.
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tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku

tindak pidana.®

Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim Anak menduduki peran yang
sangat penting di Indonesia dan di Negara lain. Hakim tersebut akan
menentukan apakah terdakwa anak secara sah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau
tidak. Jika secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah, apakah anak tersebut
layak dijatuhi pidana atau tindakan. Jika dijatuhi pidana, apa jenisnya dan
seberapa berat atau besar ukurannya. Jika dijatuhkan tindakan, maka tidakan
apa yang layak dijatuhkan. Putusan Pengadilan tersebut sangat berpengaruh
pada kehidupan anak dan kesejahteraannya, baik dalam jangka pendek
maupun jangka panjang. Karena itu, Hakim Anak wajib memperhatikan aspek
kesejahteraan anak yang merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum
dalam hukum pidana anak.’Paulus Hadisuparto menegaskan bahwa pengertian
kesejahteraan dalam konteks anak adalah tata kehidupan dan penghidupan
anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar,

baik secara rohani, jasmani maupun sosial.°

8Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Deversi Dalam Pebaharuan Sistem Peradilan Anak

di Indonesia, Cet. Ke I, Genta Publishing, Yogyakarta, him. 1.

him.1.

9Sri Sutatiek, 2013, Hakim Anak Di Indonesia, Cet. Ke I, Aswaja Pressindo,Yogyakarta,

Opaulus Hadisuparto, 1997Juvenile Deliquency : Pemahaman dan Pencegahannya, PT Citra

Aditya Bhakti, Bandung, hlm, 7.
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Meskipun secara yuridis semua hakim merupakan pemangku kekuasaan
yang mempunyai kompetensi mengadili perkara, ternyata tidak semua hakim
dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Anak. Secara formal,
Hakim Anak  ( Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
anak) tersebut harus sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Hakim Anak. Majelis Hakim
juga dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian hakim haruslah

hati-hati, cermat dan matang.!

1.  Putusan Nomor : 53/ Pid.sus/2014/ Pn.SPG mengenai kasus tindak
pidana Mata Uang vyaitu pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh
terdakwa FA, umur 16 tahun yang beralamat di Dsn. Jeret Jengguk Ds.
Bunten Barat Kec. Ketapang Kabupaten Sampang. Terdakwa diancam
dengan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Mata Uang “setiap orang yang mengedarkan/ membelanjakan rupiah
yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama
15 tahun dan pidana denda paling banyak 50 milyar rupiah”.

Dalam amar putusan ini hakim menyatakan terdakwa FA telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah dengan di jatuhkan pidana penjara selama

7 (Tujuh) Bulan, dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus

Djoko Prakoso, 2001, Alat Bukti dan Kekuatan Alat Pembuktian dalam Proses Pidana,
Liberti, Yogyakarta, him. 13.
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juta rupiah ) dengan ketentuan jika denda itu tidak di bayar oleh terdakwa,

maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;

2.

Putusan Nomor : 2/ Pid.Sus-Anak/2017/PN Kdr mengenai kasus
tindak pidana Mata Uang yaitu pengedaran uang palsu oleh terdakwa
MUHAMMAD MANSHUR bin KAENDAR, umur 16 tahun yang
beralamat di Dusun Tegalan, Desa Arang Tengah, Kecamatan Kandat,
Kabupaten Kediri. Terdakwa diancam dengan Pasal 36 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang “setiap orang yang
mengedarkan/ membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan
rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling

banyak 50 milyar rupiah”.

Dalam amar putusan ini hakim menyatakan terdakwaMUHAMMAD

MANSHUR bin KAENDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah dengan di jatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan

ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian

hari Anak terbukti melakukan tindak pidana lagi berdasarkan putusan hakim,

dan menjatuhkan sanksi tindakan berupa Pelatihan Kerja terhadap Anak di

Madrasah Aliyah Negeri Kandat selama 3 (tiga) bulan.

Dari kedua putusan di atas dalam penjatuhan sanski kepada terdakwa

FA dalam Putusan Nomor : 53/ Pid.Sus/2014/PN.SPG tidak lah sama
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dengan penjatuhan sanksi terhadap terdakwa MUHAMMAD MANSHUR
bin KAENDAR dalam Putusan Nomor : 2/ Pd.Sus-Anak/2017/PN.Kdr
dimana putusan pertama memberikan sanksi pidana penjara beserta denda
dan/ atau kurungan, sementara dalam putusan kedua lebih menekankan pada
sanksi tindakan pelatihan kerja dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi

anak.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis melaksanakan
penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : “ DASAR
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MATA UANG ( Studi
Putusan Nomor : 53/ Pid.Sus/2014/PN.SPG dan Pusan Nomor : 2/Pid.Sus-

Anak/2017/PN.Kdr)”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan
masalah yang akan di jadikan permasalahan pokok dalam penelitian ini

sebagai berikut :

1.  Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi
ternadap anak pelaku tindak pidana mata uang pada Putusan Nomor :
53/ Pid.sus/2014/Pn.SPG dan Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-anak/ 2017/
Pn.Kdr ?

2. Apakah putusan yang di jatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa atas
nama FA dalam Putusan Nomor : 53/ Pid.sus/2014/Pn.SPG dan
terdakwa atas nama MUHAMMAD MANSHUR bin KAENDAR
dalam Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-anak/ 2017/ Pn.Kdr telah sesuai

dengan Asas-asas Peradilan Anak ?

18



C. Tujuan Penelitian

Berdasrkan latar belakang diatas adapun tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.  Untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan Putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana mata
uang, baik berdasarkan Putusan Nomor : 53/ Pid.sus/2014/Pn.SPG dan
Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-anak/ 2017/ Pn.Kdr.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis sanski pidana yang dijatuhkan
terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di dalam Putusan Nomor :
53/ Pid.sus/2014/Pn.SPG dan Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-anak/ 2017/
Pn.Kdr telah sesuai dengan Asas-asas yang terdapat didalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara

teoritis maupun secara praktis , antara lain :

1.  Manfaat Teoritis
a.  Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum pidana

khususnya hukum pidana anak serta untuk menambah wawasan dan
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ilmu penulis dibidang hukum pidana khususnya tentang dasar
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan serta
pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terutama
ilmu hukum pidana dan ilmu tentang dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan tehadap anak sebagai pelaku tindak pidana mata
uang.

Manfaat Praktis

Untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca
pada umumnya termasuk masukan bagi para Hakim dalam menjatuhkan
putusan, guna menciptakan suatu sistem peradilan pidana yang adil dan
seimbang yang muaranya dapat mencegah/ mengurangi terjadinya
tindak pidana khususnya tindak pidana mata uang yang di lakukan oleh
anak sebagai pelaku.

Semoga dapat digunakan oleh pihak korban sebagai pihak yang
dirugikan baik secara materil maupun imateril agar lebih hati-hati
terhadap perderan uang palsu.

Semoga dapat menjadi pelajaran bagi pelaku tindak mata uang terkhusus
anak sebagai pelaku agar tidak mengulangi kejadian serupa yang dapat

merugikan masa depannya sendiri.
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E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil
pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan
identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk
penelitian.’? berdasarkan pernyataan diatas maka kerangka teoritis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Dasar Pertimbangan Hakim

dalam menjatuhkan pidana.
1.  Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menajatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak
boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurag-kurangnya
dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu
tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah
melakukannya ( Pasal 183 KUHAP).* Majelis Hakim dalam menjatuhkan

pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan nonyuridis.
a)  Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan faktor-

faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah

12 Sperjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum Rineka Cipta, Jakarta, him. 103.
13Gatjipto Rahardjo, 1998, Bunga Rampai Permasalahan Salam Sistem Peradilan Pidana.
Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta. him. 11.
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ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan

yang bersifat yuridis antara lain :

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

2) Tuntutan pidana

3) Keterangan saksi

4) Keterangan terdakwa

5) Barang-barang bukti

6) pasal-pasal dan undang-undang tentang Mata Uang.

b) Pertimbangan non yuridis

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang
bersifat non yuridis, karena pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup sebagai
dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. pertimbangan yuridis
haruslah didukung dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis,

psikologis, dan kriminologis.

2. Teori Penjatuhan Putusan

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan
kekuatan kaedah-kaedah hukum positif oleh hakim melalui putusan-
putusannya. Karena fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan

putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam
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menjatuhkan putusan suatu perkara hakim menggunakan sistem pembuktian

negatif (negative wetterlijke)

Mackenzie dalam pendapatnya menyatakan, ada beberapa teori atau
pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan

penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

a.  Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang

dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan
dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan
menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku
tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak
yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara perdata
sedangkan dalam perkara pidana hakim akan melihat keadaan pidak terdakwa
atau penuntut umum. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam
penjatuhan putusan dengan mempergunakan Instink atau intuisi pada

pengetahuan dari hakim.
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C. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proes penjatuhan
pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian, khususnya
dalam kaitan dengan putusan-putusan terdahulu guna menjamin konsistensi
dari putusan hakim. Sehingga untuk menghindar adanya putusan hakim yang

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

d.  Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu
dalam menghadapi perkara-perkara yang terjadi. Teori Pendekatan
Pengalaman ini dapat sangat membantu Hakim dalam menjatuhkan putusan
terhadap terdakwa melalui pengalaman-pengalaman yang dimiliki hakim pada
perkara-perkara yang pernah diselesaikan sebelumnya. Sehingga hakim tidak
terlalu kesulitan dalam menangani perkara yang sudah pernah diselesaikan

sebelumnya.

e. Teori Ratio Recidendi

Teori ini adalah teori yang mempertimbangkan segala aspek yang
berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari
peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang

sengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan.
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f. Teori Kebijaksanaan

Pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orang tua harus ikut
bertanggungjawab dalam membimbing, membina dan melindungi anak agar
dapat menajdi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan

bangsanya.*
3. Teori Pidana dan Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan
masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu
sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial dari masa ke masa.
IImuhukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan
pemidanaan, yaitu teori absolut ( retributif), teori relatif ( deterrence/
ultilitarian), teori penggabungan (integratif), teori treatmen dan teori
perlindungan  sosial  (social  defence).  Teori-teori  pemidanaan
mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai dalam

penjatuhan pidana.

a.  Teori Absolut ( Teori Retributif)
Adalah teori yang memandang bahwa pemidanaan merupakan
pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan

dan terletak pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri.

14 Ahmad Rifai, 2010,Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif.
Sinar Grafika. Jakarta, him. 106.
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b.  Teori Relatif ( Deterrence)

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas
kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk
melindungi masyarakat menuju kesejahteraan dari teori ini muncul tujuan
pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang
ditujukan pada masyarakat.

c.  Teori gabungan ( Integratif)

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib
pertahanan tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar
dari penjatuhan pidana pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari
teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teoriini mengajarkan bahwa
penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam
masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

g.  Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Menurut
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum
normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka atau data sekunder belaka®penelitian hukum normatif yang meneliti

15 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.
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dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan

bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber skunder.
2.  Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalm penelitian ini adalah
menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) yang dilakukan
dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut
dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan kasus (case
approach) yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan
isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap.
3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan tempat diperolehnya bahan hukum.
Sumber bahan hukumdalam penelitian hukum normatifhanya diperoleh dari
sumber bahan hukum sekunder, yakni diperoleh dari bahan kepsutakaan atau

literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.®
a.  Bahan Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

181shag, 2017, Metode Penelitian Hukum, Bandung : Alfabeta, him. 67.
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1)

f)

9)

h)

)

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum mengikat yang
digunakan dalam penelitian, yaitu :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undnag
Hukum Pidana;

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undag-Undang
Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Undang- Undang No. 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi Undnag-Undang Nomor 6
Tahun 2009 tentang Bank Indonesia;

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik
Indonesia;

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor : 53/Pid.sus/2014/PN.SPG;
Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN

Kdr.
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2)  Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis
ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang
erat hubungannya dengan pokok bahasan ini. Bahan hukum sekunder juga
meliputi semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang

tidak resmi.t’

3)  Bahan Hukum Tresier

Bahan hukum tresier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

skunder, seperti ensiklopedia, kamus umum, dan kamus hukum.

4.  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, maka teknik
pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan, yaitu
dengan melakukan penelusuran bahan hukum berupa putusan-putusan

pengadilan, statistik kejahatan berbagai peraturan perundangan, berbagai

7Ibid., him.54.
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literatur pendukung, hasil penelitian, dan penelusuran melalui teknologi

informasi.'8
5. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah diperoleh, kemudian diolah berdasarkan asas-
asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang
terkait. dari pengolahan tersebut kemudian dianalisis dengan metode
interpretasi/penafsiran Hukum yaitu berupa Penafsiran Sistematis. Penafsiran
Sistematis adalah penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas
terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung di
dalamnya.'® Dari analisis yang dilakukan kemudian ditarik kesimpulan secara
induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip khusus kemudian ditarik menjadi
kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas

dan duraikan secara sistematis.?°
6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan

kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah

him. 47.

him. 96.

18Jhoni lbrahim, 2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, ,
19Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian 1lmu Hukum, Mandar Maju, Bandung,

20Jhoni Ibrahim, Op.Cit. him. 339.
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diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. 2
hasil penelitian ini merupakan proposisiyang kemudian dihubungkan dengan
permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebuih khusus

guna menjawab permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.

21 Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
him. 10.
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